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U ASPEK HUKUM Fﬂmmmm KREDRIT DAN
- FEMBATALAN PEMB_EREAN KREBH

Oleh @ey Hoey Tmng, S.H., LL.M.

E Pendahuluan

o K!‘Bdit mernpakan saiah ‘saty. sumber pembxayaan bag1 secrala__'
: 3ems keg:atan dunia usaha ‘industri, dan ekonomi, bahkan merupakan. =
- -sumber pemb;ayaan utama. Berbagal prinsip mengena perkredxta_ﬂ;_
“yang sehat telab diperkenalkan hampir di selurub negara. Kreditor Elda}x.. '
dapat menjalankan uwsahanya dengan baik apabila ia.tidak memahamr,.
prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Dari sisi kreditor, hal terpenting
adalah apakah dan bagaimana caranya 1a dapat memperoleh pelunasa.n:
kredit yang disalurkannya kepada debitor, Dari sisi debitor, hal
terpenting-adalah: keterbukaan kreditor ‘dalam memberikan penjelasan
mengenat kredit yang ditawarkannya berikut'isi perjanjian kredit yang
akan‘mengika: para pihak, seita akibat-dari perjanjian tersebut terhadap
debitor yang bersangkutan. Sebelum memasuki pembahasan mengenai
aspek hukum perjanjian kredit dan pembatalan pemberian - kredit,
terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian kredit itu sendiri
dan. beberapa aspek Iam darl suatu pemberian kredit.

A.  Pengertian Istilah “kredit”

~Dari segi bahasa, istilah "kredit” berasal dari bahasa
Yunani, ya:tu ‘credere, dan bahasa Latin, credito, yang berarti
kepercayaan Suatu pxhak memberikan kredit, dalam hal ini
uang atau sesuatu 'yang dapat dznilax dengan uang, kepada pihak
N }amnya berdasarkan kepercayaan bahwa pthak yang memperoieh
_"kredlt akan mengembahkan utangnya kepada pemberi kredit
berdasarkan syarabsyarat tertentu.

Dari segi ekonomi, pemberian kredit diartikan sebagai
. penundaan pembayaran, yaitu bahwa pengembalian kredit tersebut

:Makalab - disampaikan pada Seminar tentang Perkreditan, diselenggarakan oleh BPHN
Df:p:memen Hukum dan Perundang- Undangan RI. pada tanggal 22-23 Februari 2000 di
lakarts
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j;-_%:aam dﬂaknkan k@mudaan pada saat tertentu, |

Dan sem hukum smenurut MR LA, Levy“xredzt berart
i _enye*ankan aﬁﬁara su!{arela SEJHmIah uang untuk dmﬁ:rguna}{an
" “secara bebas oleh si penerima kredit, Penerima kredit berhak
- mempergunakan pmja'nan Sup mtuk kemtungannya dengan
“kewajiban mengembahkan }umiah pmja.man it di belakang hari.
i :Se}an}utnya Drs. Muchdarsyah Smungan-) menyebutkan bahwa

_ Daiam chnonary of Bankmg ]‘Terms3J disebutkan penaaman
o credzr sebagax benkut . VAn agreemenr by whzch someihing of
"'___:_i_value = goods serwces or money = is gwen zn e.xchange for
a pmmzse ro pay at a iarer a’are

Seian_;mnya pengertlan kredxt daiam Credzr Contmct Acts
1981 dari New Zealand tercermin dari def1n151 mengenal credit
'confracr yang: berbunya :

& N (a) A contracz Lmder whzch a person 'prowdes or ag:ees to

[ provzde money or moneys won‘h in conslderanon of a

piomzse by anorher person 10 pay, or to procure me pawnenr

6 of, in the ﬁiture and 'in respecz of the provzszon a sum or

 sums of money exceea’mg in aggregaxe the. amount of the
ﬁ,srmierznoned rmney or iﬁomvs wor.th .

-Ab) A contract. under whzch a person forbeazs oF agrees 1o

.. forbear fmm requiring payment .of money owing to him in

consideration of a promise: by another person fo pay, or

1o procure-the paymenti.of,: in the future and .in respect of

w~the forbearance; a sim or sums ‘of money exceeding in
aggrégate-the amount of the first-mentinoed money.”

Definisi-definisi tersebut di atas pada umummya menyebutkan

1} -Kredit Perbankan, suatu tinjauar yuridis, hal. 1, Mgs. Edy Puira Tje’aman, $H, Penerbit:
Liberty, Yogyakarta, 1985,

2) Ibid, Kal 2

3y Dictionary of banking terms, by Thomas F. Fitch, Irwin Kellner, Donald G. Simonson,
Cdien Beherman. 3 adition, Borons Educationel Series. Ine... Copyright, 1097

' red1t adaiah suaiu_ pambenan prestasz oleh suatu. pihak kepada - '
ainnya dan. i akan dikembalikan lagi pada snam
g "-dlsertaf denean suatu kontra L
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bahwa "kredit” ite merupakan “penyediasn uang dst.”” Padahal

. kalau kita simak lagi uraian yang menyatakan pendapat MR. J.A.
_:_Levy yang berbunyi : . penerima kredit hak mempergunakan

'_'____pmjaman ity ...7 Jada kredit itu adalah sesuatu yang ‘diberikan
_:_:___oleh pemberl kredn dan yang d1terima oieh penerima kredit.
. __untuk kemudian ci;kembahi«:an 1ag1 kepada pemberi: kredit dengan

N 'memperhatxkan syarat syarat dalam perjanjian kredxt Menurut

_ __hemat kamt, def:msa _yang berbuny1 “penyediaan’ uang dst.”

' 'merupakan defmxs: d&fl ”pembenan kredit” atau “penyaluran
uang dst.” (Pak Oey, daiam RUUPP — kredlt = penyedman :
'muzmg, apakah setuju dengan pernyataan saya tersebut di
atas")

_ Ma31h dalam rancrka menanggap; defnum kredit tersebut
di atas definisi kredit yang diberikan oleh Mr. JA. Levy
iampaknya sudah leak sesuai iagl dengan prmstp perkred:tan
perbankan yang sehat dewasa ini, karena seyogyanya tujuan
penggunaan kredit telah dicantumkan dengan tegas dalam perjanjian
kredit. Dengan kata lain, penerima kredit tidak dapat menggunakan
kredit dengan bebas untuk suatu keperluan yang tidak diketahui -

oleh pemberi kredit. Pencegahan terhadap penggunaan kredit

untuk tUJuan yang. tidak diperjanjikan hanya dapar dilakukan

_melaiul pengawasan penggunaan kredit oleh kreditor. Kegiatan
usaha yang dapat dibxaym dengan kredlt seyogyanya juga dapat

dibatasi, sekurang kurangnya harus memperhatxkan ketentuan
dalam Kitab Undangvundang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Salah satu syarat sahnya persetujuan yang diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata adalah bahwa persetujuan tersebut mengenati

suatu sebab yang halal. ‘Dalam hal ini, kegiatan usaha yang

dibiayai berdasarkan perjanjian kredit haruslah suatu kegiatan
yang halal. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu

" sebab adalah’ terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang,

atau apabila berlawanan dengan kesusilaan batk atau ketertiban
umum. Pembatasan lain terdapat pada peraturan-peramran perkreditan
yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang berwenang terhadap
kegaitan perkreditan atau yang serupa dengan itu.

Definisi mengenai kredit menurut Undang-undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU No. 7 Tahun 1992),
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

herbunvi labwe Lradit adalah ppmhpriqn uang-atau rﬂgih&*’, yang
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.. dapat. d1persamaka1 ciengan itu, berdasarﬁ\an persetujuan atau
~ kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain
.:..yanc mewajlb}{an plhak pemmjam umuk me}unas1 _utangnya

te}ah jangka . wai\tu tertentu dengan pembenaﬂ buncra Definisi

.__1111 maszﬁ'menc’acu pada Reteniuan pinjam.. memm}am dalam

- 'Buku Kemga Bab Ketwabelas Pasal 1754 sampm denaan Pasal
1769 KUHPerdata. Pasal 1754 menyatakan bahwa pinjam meminjam -

mcnghzib_is kargn "pem'aka_i'a_n'_ d’engan -sy'ara"t -'bézh_'w

i :'-macam dan’ adaa_ -yanc sama puia ; _anjutnya Pasal 1735
8 'menyatakan bahwa berdaaarkaa perjanpan pmjam memxnjam int,

: -”"pzhak Yyang ‘menerima pm}aman menjadi permhk bazanfr yang
o '*d}pm}am dan Jxka benda it musnah; dengan cara bacaxmanapun
““'maka’ kemusnahan ita adalah atas tanggungannya ‘Dalam prakiek
£ fperkredztan perbankan pmgaman ‘yang - telah “dicairkan tidak
-'menjadi ‘milik “debitor;’ melamkan tétap merupakan ‘dana- milik
kreditor yang dlpmjamkan kepada “debitor, “melainkan. tetap
merupakan dana milik kreditor yang dapmjamkan kepada debitor.
Pemahaman inl dimaksudkan agar debitor tidak. menggunakan

~ pinjaman tersebut secara menyimpang dari yang telah diperjanjikan.
Apabila pemahaman ‘berdasarkan Pasal 1755 diterapkan dalam
pemberian kredit bank, dikhawatirkan kepentmgan kreditor menjadi
kurang terjamin. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 1755

.. kurang sesual dengan pemahaman pemberian kredit dalam
i '_'“;“":praktek perbankan D:sampmg itu, seluruh ketentuan tlentang
:f_pmjam memmjam daiam KUHPerdata belum dapat memenuhi

- k.e:butuhan penoamran perkrednan perbankan
B Ruang Emg%cup gaembahasan

STy Berdasari{aﬁ Laporan Tahunan Bmk indo;&esaa 1998/1999,
i Jumlah kredit yang . dl&&luﬂxd’i oleh sektor perbankau dalam
. periode 1998:‘1939 adai&h sebesar Rp 366,5 trilyun, sementara

< DEREEUNAAn. pcmbmyad"’l dari p_emmh_aan pemsz&_y&m adalah
cosebesar Bp. 29,278 maliar, dan omzet usaha pegadéian adalah

sehesar Rp. 3,1 trilyon. Meskipun dalam laporan tersebut

< ki d:sa,zmm'n oleh kelompok

tkan bahwa posisi kredit vang
lengan a

sperbankan meaurun, ferutama dengan adanya penutupan sejumlah

alah pérjanjian denﬁan ‘mana’pihak yang’satu -memberikan -
:kepada pihak yang lain suat’ Jumiah terieniu barano—barano yang -
. ihak yang”_-
-_'beiakantran m' aka men mbahkan se'umiah yano“ sama’ dari o
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'bank umum swastq nasional, sementara omzet usaha pegadguan
memncl\at hmgga 50% yang discbabkan’ temmma olehr beralzimva_
:nasabah perbankan ke pegadaian’ %ebaga: dampak 1erh€imbdtnya
T penyalur&n kredxt dan perbankan data ter\ebut dx ams ment!n_}uld{an

S perbankan

i Sehubuncran denrran 1£u pembahasan daiam makalah ini
.__akan d:fokuskan khu:,us Pada .praktek . perkredztan di. bldanc
wo:. perba .. :{egxatan usazw. perkrea:tan perbankan dlSll’llpUH akan-
-_dibatasx hanya. pada . kegiatan ‘usaha perkreditan  perbankan
' konvens;onak .tidak termasuk praktek _perbankan  berdasarkan
-0 oo prinsip 5yar1ah Para pakar syariah menyatakan bahwa pembiayaan
— berdasarkan prmsxp Syariah.. mempunyat karakteusuk tersendiri
. .-.yang: tidak dapat. dipersamakan dengan pemberian kredit sebagalmam
- .yang: dalakukan oleh  bank-bank . konvensional. ‘Pembiayaan
AN bf:rdg_s:arkan prinsip s___ya_nah _hukaa@_.suaguz transaksi. berdasarkan
.. perjanjian._pinjam meminjam, sehingga pengertian pembiayaan
tersebut tidak dapat digabung. dengan penuert:an kxedxt yang

. biasa d;]akukan oleh bank bank . konvensmnai

i f‘Perv;anglan Kredlt :

1B Ada beberapa hal pentmg yang peﬂu dzperhamkan menyanvkut
N perjam:an kredlt sepertx dluraxkan di bawah ini.

PA "'Perjanjmn kredit dalam bentuk ‘standar.

_ Pada Umumnya tlap bank telah membuat perjanjian
: kredxt ddlam bentuk standar yang d;beriakukan sama bagi
seluruh debitor dengan tujuan rnenmptakan efisiensi waktu,
tenaga dan b:aya Misalnya pencantuman klausula yang
menyatakan bahwa apabila debitor wanprestasi, kreditor
~ dapat melaksanakan eksekusi hak jﬂminaﬁ atas benda yang
'dxjamml\an oleh debitor, Pada umumnya pula, debitor tidak
terlalu mempeduhkan persyaratan yang tercantum dalam
perjanjian kredit, karena yang terpenting bagi debitor adalah
permohonan kreditnya dapat disetujui oleh bank. Debitor
baru menyadari akibat penandatanganan perjanjian kredit
tersebut apabila di kemudian hari timbul permasalahan
antara debitor dan kreditor, Sebagai pihak yang merurnuskan
perjanjian kredit tersebut, sevogvanya kreditor wajib menjelaskan
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o debitor h_;ng_ a debztor dapai memahamz selumh isi perjanjian

erdagang can dzlararag membuat atay, mencantumkan
L -f.apabﬂa menyatakan wnduknya koasumen kepacia peraturan

| bl pengubahan lanjutan yang dibuat sep1hak oieh pelaku usaha
" _:'da_iam_masa_kcnsum_e_n memanfaa_ti(an___ jasa.yang dibelinya.

" Salah satu syarat S’ah'r'iy'a perjanjian sebagaimana diatur
'_"::dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sepakat mereka yang
N “T’?meng]kaskan dmnya dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata,
" semiua per}anjian yang dIbuat ‘secara‘sah berlaku sebaga;
""’-:-'undang undang bagl mereka yang membuatnya Apabila
ikita” berpegang kepada ketentuan ' pasal ‘tersebut secara
harafiah maka apabﬂa debitor telah menandatanwam perjanjian
‘o kredit, secara hukum debitor telah terikat dengan isi perjanjian
- :tersebut. Namun apabila dikaji-lebih mendalam, kesepakatan
..yang di haszikar' disini belum tentu merupakan suate kesepakatan

' yang sebenamya karena hal- hal sebagai benkut :

-1.. Debitor berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan
dengan. ﬁmsisi kreditor, sehingga cenderung menerima
semua klausuia perjanjmn kredit yang dxtawazkan oleh
kreditor 1

2. Debitor belum tentu mé:m'aha'mi' klaiz'sii}'&kiansula dalam

" perjanjian kredit yang ditandatanganinya, karéna kreditor

mungkin belum menerangkan secara- jelas mengenai
klaunsula-klausala tersebut ‘berilkut konsekuensinya.

Ada beberapa pihak -yang'-berpendapat bahwa perjanjian
kredit yang  dibuat  dalam  bentuk: standar merupakan

.-penyimpangan dari azas kebebasan berkontrak sebagaimana
tercemmin.dariketentnan Pasal 1338 K1 mpg{riata Pendanat

E zsx__ perjanﬁan dlmaksud beseria segaia aé«abatnya k_epada :

Denwan barlakuﬁya UU No 8 T'ahuﬁ 1999 tentang .
'Psrhnauﬁgan Konsumen pada. bulan Apui 2000 bank yang . .
: :bEltlﬂda.k sebagai kreditor harus menyesuaikan. persyaratan

: _' ;yang dlmuat dalam: peijanjxan kredzt Pasal-18 ayat (1) huruf -
HgElI No.: Setahun. /1999 mengatur. bahwa pelaku usaha - ¢
'Aazam"menaw'a an 'barang dan/atau jasa. yang é!iugukan'-:-. o

'”.Iausulaj._baku pada sefiap, ‘dokumen. dan/atau. perjanjian

ooyang berupa aturan -baru; tambahan Janjutan  dan/atau
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_. m, t1mbui karena adanya anggapan bahwa deb1tor tidak ikur
“menentukan klausula perjanjian kradit dalam bentuk standar

sementara debitor memang membutuhkan kredit dari bank

:-:untuk memblayal usahanya, sehmgga terpaksa menerima
= kiausula perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak kreditor. - - -
7 'Dari ‘segi efisiensi _operasmnal bank, hal 1tu menurut hemat .
~“kami dapat dibenarkan; 'sepanjang tetap - memperhatikan
~ keseimbangan hak dan kewajiban kreditor dan debitor. Oleh
i :karena itd, daiam konsep:Rancangan Undang-undang tentang.
' “Perkreditan Perbankan (RUUPP) yang sedang disusun saat:" -
iR diatur beberapa hak ‘dan. Lewapban kreditor ‘dan debitor
*-yang mungkin selama ini belum pernah.diatur secara formal
‘dalam peraturan perundang-undangan vang berlaku. Pengaturan
“yang ‘berkaitan langsung dengan perjanjian- kredit adalah
 bahwa dalam RUUPP tersebut akan‘dicantumkan kewajiban
. bagi calon kreditor untuk memberikan penjelasan kepada
. calon debltor mengenaz isi per_;anj;an kredit dan konsekuensinya
.._.-__hmgga debitor mengerti hal tersebut. Umuk membuktikan
“bahwa debitor telah. menﬁem isi. perjanglan kredit dimaksud,
- debitor harus mgnandat_angam perjanjian kredjt yang memuat
.- kata-kata “Saya telah mengerti dan menyetujui isi perjanjian
_ini_.b_e_s_er'ta‘ segala :konsekuens_in_yé"_._: R

~“Selain itu harus diatur pula klausuia-klausula yang

‘minimal harus dimuat dalam 'suatu perjanjian kredit, yaitu:

a _]urnlah uang dan jenis mata uana tertentu yang disediakan

oleh kreditor;

b, ‘“besar dan tata cara penghitungan bunga yang disertai

dengan contoh penghitungan tersebut;
' Jangka waktu pembenan kredlt

d.  tuwjuan pemberian kredit;

o _.e'..__ _h_al»_ha] yang menimbulkan 'ke_wajiban materiil bagi

- debitor;

{. - permnberian jaminan oleh debitor;

g. syarat penarikan kredit;

" h. hak dan kewajiban para pihak yang harus seimbang

sejak tahap sebelum berlakunya perjaniian kredit, ketika

2 L h) L1 h S| Bk 2 Lol 3
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- memenuhi seluruh kewajibannya kepada kreditor, dan
... -pada sast pengembalian kredit menjadi macet;
SOl PR hal-h"ai --Iain'nya-yang 'dianggap periu.

i ;_Sebaga;mana dzsebmkan di-atas, ‘pada umumnya bank
:-membuat perjan_}:an Kredit dalam: ‘bentuk standar dengan
: "tu;uanfmencaptakaniﬂ'_ef1516n51 wakiu, tenaga dan blaya

suatu iembaca f/ang Seyogyanya adalah lembaga
pengawas bank yang d1ber1 wewenang untuk menolak atau
.. mer yetqu perjan_uan kredit;yang diaﬂlkan tersebut. Dengan
. demikian - perjanjian_kredit-yang. diajukan tersebut tidak
. hanya . sekedar. 'dlcatat oleh lembaga tersebut, tetapi juga
ﬂ.r_untuk d;teim -apakah perjanjian dimaksud telah memenuhi
.+ ketentuan-yang berlaku. Selanjutnya apabila dalam negosiasi
- kredit; kreditor dan debitor ingin mengubah klansula perjanjian
yang telah didaftarkan maka hal iiu berada diluar tanggung
..jawab lembaga  tersebui..di . atas. Agar masyarakat juga
mengetahui hal tersebut, sekaligus menunjang prinsip
... ftransparansi, maka Seyogyanya perjanjlan yang didaftarkan
j,__'cimmumkan melafux Berita Negara. -

: "3Prmszp--§=‘mnspamﬂsz' RS

Seyogyanya suatu perjanjian kredit dapat bersifat
“Ctransparan;Cagar’ semua persyaratan dapat diketahui oleh
calon debitor. Selain itu, klavsila“klausila dalam perjanjian
. Kredit barus diramuskan secara tegas, agar tidak menimbulkan
- _i_ebi_h__:d;é;:_i saty, peﬁaf;si__ran, vang dapai berakibat tidak adanya
.-kepastian-hukum bagi. para pihak, terutama bagi debitor.
- +Untuk itu suatu perjanjian kredit harus memenuhi persyaratan
- sebagat berikug - e '
s 1.7+ Perjanjian “kredit ‘harus dibuat secara tertulis, baik
- “dibuat dalam bentuk otentik maupun di bawah tangan.
Hal ini vntuk membuktikan ‘telah dibuamya suatu

Lenerianiien. kredit.dan.bahwa.naza ?:L‘ni telnh S;..I:;&E ot

sy &3 % i SRR




- akean Visi b«m;knt se:gai"v konsekuensmya dengan cara
' '*-’manandatancam perjanjian tersebut. PEE‘}&'}}!&H tertulis

i kemudlan dmmumkan melalui Berata MNegara. .

S -Untuk dapat memahami isi-suatu perjanjian, tentunya
. para pihak harus memahann isi:dan segala konsekuensinya.

- Oleh. karena itu: dapat dxwajlbkan bahwa perjanjian

| _"-.-"'_';';bahasa Indonesu—;. ;
~ dalam perjanjlan adalah warga negara asmg yang tidak

. _' " __.,.-kredit hams dlbuat dalam bahasa -yang dimengerti oleh
= ':para;

_;pxhak dan pxhak yang. berwenang Dengan kata
apabzia dlbuat di; mdonessa wajib. menggunakan_ _3 -
etap1 apablla saiah saty pihak

i "'-"'f-:'_mengeril bahasa Indones;a, para pzhak dapaL membuat

: "'-"'terjemahan dari per_]anpan kredit yang ‘berbahasa In-
3donesm ke bahasa .asing yang dimengerti oleh pihak

&4 asmg tersebut Dlharapkan dengan cara demikian perjanjian

-*-'-'menjadl transparan bagi kedua -belah pihak. Namun
‘ -apablia ter_]adz persehslhan antara para pihak mengenai

N penafsxran isiperjanjian ‘tersebut, -perjanjian kredit
oo yangdiakui adalah: perjanjxan yang menggunakan bahasa
i Indonesxa T o

C “ Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewaﬁban ‘Kreditor dan
b :Debztor S L S NG \§

“Hak’ dan kewaijan para plhak dalam suatu perjanjian

kredit telah timbul pada saat seorang calon debitor mengajukan
permohonan kredit kepada suatu bank, jadi sebelum perjanjian
.k_redit ditandatangani

Hak. dan- kewajiban sebe!um perjan_]:an kredit
._ditandatangam o

) Kenka suatd” bank menenma permohonan kredit

“dari’ ‘seorang calon debltor, bank tersebut berkewajian

mempelajarl dan meneliti seluruh data yang diajukan

““oleh ‘calon: debitor tersebut, termasuk calon debitor

yang bersangkutan. Pada tahap inilah diperlukan jasa

. Pusat Informasi Kredit yang diharapkan dapat memberikan

data atau informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan

- kelengkapan dan keterkiniannya. Kinerja Pusat Informasi

Kredit tersebut akan sangat menunjang para .analis
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kredlt dalam mengambﬂ keputusan Calon deb}ter jﬁga.- S
_ berkewajiban memberﬂcan keteranvan yang jelas, benar

i dan Ienakap mengenm hal-haf yang perly diketahut
oleh calon kreditor sepem 1dent1tas kond151 kevangan,

by 'rsangkutan

dalam proses. pengambxlan keputusan untuk menerima

_._meﬁ;mbulkan perumbangan mutlak dlperiukannya suatu

...Jamman (collateral) dalam pemberian kredit, faktor-

faktor 1am tetap harus dxpemmbangkan yaitu watak
'-(chamcter), kemampuan (capaczfy) modal {capital,
dan prospek usgha (condition) calon debator William
~H Bryan fnsrmcmr Crea’n and Financial Analysis
pada Business Education Division, Dun & Bradstreet,
sefng d1 New York dalam tulisannya yang berjudul The
' “Bankeriaond the: Credit Decision” memberikan tekanan
“yang:agak berbeda terhadap faktor-faktor tersebut di
“atas, yaitu: o il CoRngs
i ”Those who' deal regularly with the credzf decision are
o famihar With the three C's of credit. “They are Char-
“cter ‘Copacity, ‘and capital. It geis to be a game 1o
add ~other C’s ‘such *as Conditions and Coverage
“(insurance), but Chardcter; Capaczzy and Capital are

baszc

Dskatakannya Ieb;h Ianjut bahwa analisa terhadap

]‘” inoncial’ statement “calon “debitor dapat memberikan
o suc,tu indikator terhadap ketiga faktor utama tersebut
di atas. Namun demikian para calon kreditor tetap
“harus mencari informasi tambahan untuk melengkapi
bahan pertimbangan mereka. Hal terpenting adalah

4y - Bank Crediy, suaty buke kumpulas beberapa tulisan, edisi periama, dizdit oleh Heerberi V.
Prochnow tahun 1981, dipublikasikan di Canada oleh Fiszhenry & Whiteside Limited, Toronto,

: dan Eujuan penggunaan kredit oieh calon debnor yang . )

}?eranan Z.para zmahs krecht sancrat menentukan -

fau menolak  suatu_ apermohonan kredzt Meskipun
: yang terjadl ‘dewasa ‘ini -
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) mengetahm latar bmakang ca!on debitor dan metode
_ ' operasional yang dggunakannya Sebagaimana dikatakan
oleh William H. Bryan : ”Backtround informatior: is
 the fi rst order of busmess '

Apabﬂa calon kreduor telah selesai menganalisa

~ permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor,
'_."calon krsdltor wa_ub membenkan jawaban kepada
" “calon debitor, yaitu menerima atau menolak permohonan
kred:t yang bersangkutan Suatu penola}can seyogyanya .

disertai dengan alasan penolakan untuk menunjuklkan

't_ran_sparan51 dari pihak calon kreditor. Namun sebagian

kaiangéﬁ' :perbaﬂkan ‘tidak rﬁenyééujui usul tersebut,

" karena adakalanya aiasan tersebut bersifat sangat pribadi,
&, sehmgga tidak mungkm diberitahukan kepada calon

"debitor Contohnya adanya 1nforma51 bahwa calon
debitor sermg me]akukan pempuan

--Apabila berdasarkan ‘data dan informasi yang
diperoleh kreditor memutuskan untuk menerima

- permohonan kredit tersebut maka sebelum perjanjian

kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak. calon

kreditor menyampaikan penawaran kredit secara tertulis

kepada calon debitor dan berkewajiban memberikan
penjelasan kepada calon debitor mengenal isi perjanjian
kredit, sehingga debitor benar-benar memahaminya
termasuk mengenai konsekuensi dari perjanjian kredit
tersebut.

. Apabila calon debitor setuju dengan persyaratan

.pemberian kredit yang ditawarkan oleh calon kreditor,

yang bersangkutan harus menandatangani perjanjian
kredit, sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah
mengerti tentang persyaratan kredit dimaksud berikut
segala konsekuensinya. Kalau perlu didahului dengan
kata-kata : “Saya telah mengerti dan menyetujui isi
perjanjian ini beserta segala konsekuensinya”, seperti
tersebut dalam uraian pada angka II huraf A tersebut
di.atas
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2. Hak dan kewajzban satelah perjan_;ian kredit ditandatangani.

Setelah per;an_uan kredit dztandatangam kreditor
ajib 'm}aman dimaksud setelah para

ak mamenuhx syarat -syarat penamkaa yang telah
'dmepakat : para piha X :

L .:__.Sslanjutnya daiam Janvka waktu pembenan kredit,
;kredztor Wajlb mafakuk_an pencrawasan terhadap penggunaan -

pembenan krecht menjaga dan memehham dokumen
yang terkait dengan pemberian kredit. Sementara it

«+.;:debitor wajib menggunakan kredit sesuai dengan tujuan

‘penggunaan kredit yang tercantum dalam perjanjian
kredit. Apabila deb:tor melanggar kewajiban tersebut

“hidan menga}clbazkan pengembahan kredit menjadi macet,

' -"fudak tertutup’ kemungkmau untuk mengenakan sanksi
« pidana kepada debitor tersebut den gan:mduhan melakukan
pempuan atau penggelapan:-Selain:-itu debitor dan atan

' pihak ketiga. yang: menjammkan benda miliknya wajib
. ‘menjaga. dan memelihara. jaminan, kredit, bukti-bukti
4 _:___kepemﬂikan dan dokumen-dokurmen pendukunv lainnya,

._kecuah dxtentukan lain: Deb;tor Jjuga berkewajiban
'melaporkan perkembangam usahanya dan atau proyek
yang dibiayai kepada kreditor secara berkala, kecnali

" : dztetapkan lain oieh kredxtor Dalam ‘hal terjadi sesuat

 yang dapat mengura'agi kemampuaﬂ debitor dalam

memenuhi kewajibannya kepada kreditor, debitor wajib

... memberitabukan kepada kreditor mengenai hal tersebut.

Sebahknya debitor berhak mamperoleh informasi dari
kreditor secara berkala mengenal mutasi rekening

~kreditcatas nama debitor, dan bukii-bukti pelunasan
Lo kreditoserta menerima kembali jaminan kredit disertai

.bukii kepemilikan dan dokumen lain yang berkaitan
dengan jaminan kredit. .

' Adapun iamn'gan-%amn’gan ‘vang dapat dikenakan

" terhadap ‘kreditor adalah ‘memberikan perlakuan yang

harkeda ?Pt‘had‘;n calon debitor mencantumban. tontuan
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yang mewajibkan debitor tunduk pada perubahan kebijakan

- 'bank atau kreditor dan keienman ketentuan yang akan

o ":'dztetapkan kemudlan serta mengenakan denda
' ) "':keterlambataan pembayaran yang Iabah besar daripada
denda yang dltetapkan daiam per_;anjlan kredit. Selain

itu kreditor seyogyanya dxiaranﬁ' mengalihkan atau

- memindahkan hak  kepemilikan atas jaminan kredit,
~~kecuali dengan’ persetu_]uan tertulis dari debitor. Debitor
'1'-seyogyauya ‘juga dﬂarang ﬂeragahhkan jaminaan kredit .
- “dan” atau mernmdahtangankan hak kepemilikan atas.
o jamman kredxt kecuah dengan persetu;uan tertulis dari
| _' kredator

- ‘Hak dan kewajlban seteiah debnor memenuh;i selurah
g€ kewa_ubannya kepada kred:tor

Apablla pacia saat jangka waktu pemberian kredit

N berakhzr. debitor dapat. memenuhi seluruh kewajibannya
- kepada - kreditor . sesnai- dengan -syarat-syarat dalam
" perjanjian kredit, kreditor wajib mengembalikan jaminan
" kredit apabila jaminan tersebut benipa jaminan maieriil
“kepada debitor atau pemilik jaminan dalam hal jaminan

a ‘bukan milik debitor, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang bcrlaku Sebahknya debitor berhak
mcmpero!eh buktz pelunasan kredat dan menerima

~ kembali j Jamman kredit berupa j jaminan materiil, berikut

bukti kepem;llkan dan dokumen lam yang berkaitan

' .dengan Jamman kred:t

_ ‘Hak dan kewaglban dalam hal pengembahan kredit
\ 'mengalam: kemacetan '

Dalam hal debitor tidak dapat melunasi kreditnya,
kreditor dapat membeli jaminan materiil debitor dengan
harga sesuai kesepakatan antara kreditor dan debitor
yang lebih lanjut harus dijual kembali. Pembelian dan
penjualan jaminan materiil tersebut dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dalam
.halhasileksekusiatas peninalan jaminan kradit melebihi
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_ -jumlah kewajiban debitor, ‘debitor berhak memperoleh
" “kelebihan hasil - penjualan jaminan kredit setelah
diperhitungkan-dengan seluruh kewajiban debitor, dan

;--":daiam hal hasﬂ penjualan tersebut kurang: dari jumlah,

- kewajiban - debitor, : debitor berkewaﬁban memenuhi.

:kekurangan jumiah tersebut ;

"D.. Prms;p kehatt-katzan Y

¥ --.-"Prmmp kehaﬂ‘hauan dalam pembenan kred;t sebenarnya = |

sedur. perkreditan. Bank Indonesia telah

am prmsq}-prmsap sebelumnya yaitu yang

: "'”:'_"_'*.fnehgémérkan?edoman Pényusunan Kebgaksanaan Perkreditan' o

.- Bank (PPKPRB) yang dljadzkan acuan: bagi bank dalam

.f-s:'.menyusun Kebgaksanaan Perkredxtan Bank (KPB. Dalam
KPB harus’ ditetapkan pokok~pok0k pengaiuran ‘mengenai
tata cara pembenan kredit yang sehat, pokok-pokok pengaturan
pemberlan kredit kepada p:hak yang ferkait dengan bank
dan-debitor-debitor besar tertentu, Kredit yang mengandung
risiko yang tinggi serta kredit.yang perlu. dihindari.

Mengingat bahwa suatu bank tidak mungkin melaksanakan

kegiatan usahanya dengan baik apabiia 1a mengalami kerugian

" “besarakibat’ kredat-kredlt ‘macet, maka hal® yang penting

* diperhatikan oieh para kreditor adalah apakah dan bagaimana

“ia dapat memperoleh pelunasan” kredit -dari debitornya.

* - ‘Sehubungan dengan iti kreditor harus memperoleh kepastian

“- apakah ia dapat: mengekseku51 jaminan yang diperolehnya

apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya kepada krediior

_atan wanprestasi. Langkah- langkah pentmg untuk memperoleh
'kepastlan it adaiah )

1. ___.Dalam hai _;amman yang dxbemkan debm)r adalah

" jaminan materiil, maka kreditor harus memastikan
- ‘status ‘kepemilikan jaminan tersebut;

2. Apabila pemilik jaminan tersebut adalah pemilik yang

" ‘sah dan berwenang ‘untuk menjaminkannya, kreditor

* harus segera melakukan pengikatan jaminan untuk

- dapat melakukan eksekusi atas jaminan tersebut apabila
debitor wanprestasi, :

3. Apsabila jaminan tersebnt berupa jaminan 1mmatem§
“kreditor harus memastikan: bahwa pemberi jaminan
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- ~.:immateriil tersebut mempunyai harta kekayaan yang
- dapat-digunakan. umuk melonasi. utang debitor. '

- Kreditor juga harus memperhitunckan larangan-larangan

o dala.m pemberian kredit yang diatur dalam peraturan perundang-

S undangan yang berlaku, seperti mengenai batas maksimum
 pemberian kredit (BMPK).

'Pembatalan Pember:an Kredzt

Pemberian kredit dilakukan berdasarkan suatu perjanjian -

"."_=_kre.dat Oleh karena it pembatalan suatu pemberian kredi

_berkaxtan erat dengan pelaksanaan perjanﬁan kredit yang telah
dltandatangam oleh kedua belah pihak.,

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa uniuk sahnya

'.-'suam perjanpan dxperiukan empat: syarat

g 1 -.. | sepakat mereka yang mengxkatkan dmnya

kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

2,
3. :suatu “hal tertentu;
4

suatu sebab yang haial

Pasal 1446 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian

] .yang .dibuat oleh orang-orang belum dewasa atau orang-orang

5 -yang dltamh di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum,

:- ».dan.atas penuntutan yang dimajukan oleh atan dari pihak mereka,

"~ harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan

atag . pengampuannya.

Selan_]utnya Pasal 1449 KUHPerdata menyatakan bahwa

: _per]anjlan—perjan_]xan yang dxbuat dengan paksaan, kekhilafan

o atau penipuan, menerbltkan snatu tuntutan untuk membatalkannya.

Pasal 1451 KUHPerdata menyatakan bahwa pernyataan
batalnya . . perjanjian-perjanjian . . berdasarkan ketidakcakapan
orang-orang vang disebutkan dalam Pasal 1330, berakibat bahwa

- barang-barang dan orang-orangnya dipulibkan dalam keadaan
sebelum perjanjian dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa

vang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang

. tidak berkuvasa, sebagai akibat perjanjian, hanya dapat ditontut
-kembali, sekadar barangnya masih berada di tangan orang yang
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- tidak berkuasa itu, atau sekadar ternyata bahwa orang ini telah
mendapat imanfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau
bahwa apa yang dmlkmatl telah chpakm atau bergtma bagi
"--'.kepe"itmgannya : :

1452 KUHPerdaia menyatakan bahwa
tkan paksaan kekhﬂafan atau penipuan,

Juga beraklbat "bahw'a‘baraﬁg dan orang-orangnya dipulibkan

dalam keadaan sewaktu sebelum perjanjian ézbuat

o ; __peratur nu_peraturan tersebut di atas, dapat diambil
_-’--‘-’kesnmpulan ‘bahwa " pér}an_;xan yang “melanggar syarai ‘sahnya
" perjanjian‘yang bersifat subyektif, dapat dinyatakan batal: Akibat
dari pernyataan batal itu.-adalah bahwa’ barang dan ‘orang-
orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perjanjian
“dibuat. Sementara itu pergan;zan yang melanggar syarat sahnya

3perjan_]12m ‘yang ‘bersifat’ obyektif dapat berakibat perjanjian

‘tersebut “batal demi hukum Bahaya yang timbul-apabila suatu
perjanjian . dapat dmyatakan batal adalah dalam hal pernyataan
tersebut dibuat pada.saat kreditor telah mencaxrkan kredit bagi
debitor, karena ad:1 kemunﬂkman debitor tldak mengembahkan
kredit “tersebut. - : : " g

‘Berkaitan denvan pemahaman tersebut di atas, ada beberapa
hal dalam pemberian kredit, termasuk pemberian kredit ita

- usendiri, yang mungkin: dapat dinyatakan batal atau batal demi

- hukum apabila tidak memenuhi keteniuan yang berlaku. Berdasarkan

penelitian terhadap konsep RUUPP, telah dilakukan inventerisasi

mengenai pelanggaran Eerhadap ketentuan-ketentan yang terdapat

* dalam RUUPP tersebut yang dapat mengakibatkan suatu perjanjian
' kredxt batal demi hukum "atau dapat dmyatakan batal

Ketentuamketenman yang apabﬂa dﬂanggar d'ipat menyebutkan
pezjanpan kredit’ dapat dxbata};kan antara lam adalah sebagai
‘berikut: : - : :

I.  Kewajiban pembuatan perjanjian kredit secara tertulis;
2. Kewajiban pembuatan perjanjian kredit berdasarkan kesepakatan
antara kreditor dan debitor;

Kewajiban bahwa kreditor dan debitor cakap mernbuat dan
menandatangani perjanjian;

L

o

Kewajivan bagi kreditor untuk memberikan penjelasan
kepada debitor seknrang-kuranenya mengenai ears penshimnoan
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. bunca dan denda atas keterlambatan pembaya,ran pokok daﬂ. 3 .
.bunga;dan SR ; 2 s

s 'f'f‘.Kewapban bafrl debitor untuk membenkan Ke:terangan yang
. jelas, benar dan lengkap mengenai segala sesuatu yang"_-'_ '
o 'f"'berkaitan dengan 1dentjtas konchsa keuangan tu;uan penggunaan -

" '_;-kredlt serta dokumen dokumen lain yang d1serahkan kepada s

' -".:-kre 'tor dalam rangka ] ermohonan kred:t v

Permasalahan yang txmbul_ a_daiah apabﬁa peiangﬁ'araﬁ:f:_ :

e _-kredlt dapat dmyatakan batal; dxpﬁrtanyakan s;apakah yang akan' - |
i -f-_--menyatakan kebatalan tersebut o .

. '”“Ketentuan ketentuan yang apablla dllanggar dapat_
:',menyebabkan perjanjian kredit atau_klausula dalam perjanjian
-.krecht bata] deml hukum ;antara. Iam ada}ah sebagaz berikut

S -Tt:sjuan pembenam kredit t}dak bertentanoan dengan peraturan
:'pemndang undanwan yang berlaku *

2. Larangan bag1 }\rechtor untuk mencantumkan ke{entuan
.. Yyang mewajibkan debitor tunduk dapat ketentuan ketentuan
___'yang akan d}tetapkan kemudxan

& Larangan bagl kreditor untuk. mengahhkan atan memmdahkan
- hak kepermhkan atas Jamman kredlt kecuah dencran persemjuan
- tertulis dari debltor, g iLir : :

"4, _'Larancvan bag1 debitor untuk mengahhkan jaminan kredit
.dan atau rnernmdahtangankan hak kepemilikan atas jaminan
kredit, kecuali dengan persetujuan tertuhs dari kreditor;

| i 5. :__;Kewaijan bahwa pernbehan dan pen}ualan jaminan materiil
dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemndang_undangan
yang_ berlaku;

" Keberatan yang mungkin timbul dari pihak kreditor mengenai
akibat hukum terhadap pelanggaran ketentnan-keientuan tersebut
di atas adalah apabila perjanjian menjadi batal demi hukum dan
konsekuensinya perjanjian dianggap tidak pernah terjadi, kreditor

akan mengalami kerugian apabila debitor telah menarik kredit
i yang disadiakan- dan-tidel-bersedia-mengembalikennya-lagh.

ajzban Lewajiban ers'ebut di-atas . suatu perjanjxan'_f.'.': '




IV,

-"-merumuskan

dapét dlbuat

‘Kesimpulan dan Saran

Déﬁgéﬂ'_-%_ib_}éﬁyéknya‘":'na:s'ab"ah bank vang membutuhkan
kredit bank sebaga: sumber terbesar bagi pembiayaan usahanya,
pembuatan: perjanjian :kredit-dalam bentuk standar tidak dapat

. dihindari guna menciptakan efisiensi waktu, tenaga dan biaya.

Selanjumya dengan berlakunya UU No. & Tahun 1999 tentang

i Perhndungan _'Konsumen kereditor ‘harus lebih berhati-hati dalam _
‘ lausula»klausuia daﬁiam per}anglan kredit” ‘yang

sep RUUPP: mengaﬁ:ur “bahwa- perjanjian kredit

-*'-“ﬁ-j}'pertentangan ‘antara UU No 8 'I‘ahun 1999 dan konsep RUUP P
yanc kam tengah chsusun ' :

Konsep RUUPP yang rnemuat ketentuan ketentuan yang
apabila dilanggar dapat menyebabkan suatu perjanjian dinyatakan

- batal atau batal:demi hukum:tampaknya masih harus dikaji lebih

jauh dan dibicarakan kembali dengan para -ahli- hukum serta

_ praktm perbankaan, agar terdapat kesepakatan mengenai hal-hal

' apa yang dapat menyebabkan suatu’ ‘perjanjian kredit dapat

" “dinyatakan “batal atan’ batai demi - hukum berikut pencaturan
""”mengenax konsekuens;nya 1 :

: alam bentuk “stanidar, “tetapi: dengan memenuhi
o “"-beberapa persyaratan Untuk’ mencegah dlbuatnya perjanjian yanfr -
"f-“-sewenang wenang oieh kredxtor Dencan demikian tidak terdapat






